PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 15 TAHUN 1959
TENTANG
DEWAN EKONOM  DAN PEMBANGUNAN

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang:

1.

bahwa ber hubung dengan berl akunya kenbali Undang-undang Dasar
1944 sejak 5 Juli 1959, dengan tersusunnya Kabinet Kerja dan
dengan terbentuknya Dewan Perancang Nasional Dberdasarkan
Undang-undang No.80 tahun 1958, dianggap perlu neninjau
kenbali tugas dan susunan Dewan Ekonom dan Penbangunan
ber dasar kan Peraturan Penerintah No. 34 tahun 1957,

2. bahwa perlu diusahakan agar supaya soal -soal di bi dang ekonom
dan penbangunan dapat disel esaikan dengan |ebih cepat dan
tepat ol eh Penerint ah.

Mengi ngat :

pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 29 Desenber 1959;

Menut uskan :

Per t ama )
Mencabut Peraturan Penerintah No. 34 tahun 1957 (Lenbaran-Negara

t ahun

1957 No. 88) tentang Dewan Ekonom dan Penbangunan.

Kedua:
Menet apkan:
Perat uran Presiden tentang Dewan Ekonom dan Penbangunan.

(1)

(2)

Pasal 1

Dewan Ekonom dan Penbangunan terdiri dari:

Menteri Pertanma sebagai Ket ua;

Waki|l Menteri Pertama sebagai Wakil Ketua;

Ment eri Keuangan sebagai anggot a;

Ment eri Keuangan sebagai anggot a;

Menteri D stribusi sebagai anggot a;

Ment eri Penbangunan sebagai anggot a;

Ment eri Miuda Keuangan sebagai anggot a;

Menteri Muda Pertahanan sebagai anggot a;

Menteri Muda Pertani an sebagai anggot a;

10. Menteri Mida Penbangunan Laut sebagai anggot a;

11. Menteri Mida Perdagangan sebagai anggot a;

12. Menteri Mida Perindustrian Rakyat sebagai anggot a;

13. Ketua Dewan Perancang Nasi onal sebagai anggot a;

14. Q@ibernur Bank | ndonesi a sebagai anggot a;

Menteri/Menteri Mida |ainnya dapat nenghadiri rapat- rapat
Dewan Ekonom dan Penbangunan, baik atas perm ntaan Ketua
maupun atas kehendak sendiri.

ooNoURkWNE



Pasal 2

Dewan Ekonom dan Penbangunan bert ugas:

1. mer unuskan kebi j aksanaan dal am bi dang ekonom dan penbangunan
unt uk Penerintah
2. nmel akukan koordi nasi tertinggi dan segala usaha penerintah

dal am bi dang ekonom dan penbangunan.
Pasal 3

Bi ro Ekonom dan Keuangan pada Sekretaris Menteri Pertama berti ndak
sebagai Sekretaris Dewan Ekonom dan Penbangunan.

Pasal 4
Unt uk nenpersi apkan sesuatu pekerjaan dan/atau nenecahkan sesuatu
soal yang khusus dal am bi dang ekonom dan penbangunan yang neli puti
berbagai Departenen oleh Dewan dan Penbangunan dapat di bentuk
pani ti a-panitia khusus.

Pasal 5

Segal a sesuatu berkenaan dengan pel aksanaan Peraturan Presiden ini
di t et apkan ol eh Dewan Ekonom dan Penbangunan.

Pasal 6
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,
SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1959
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDJO
CATATAN
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